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A. Persepsi Penerimaan Upah (Ujroh)

Berbicara ujroh (upah) tentunya tidak lepas dengan ijaroh (persewaan).
Karena ketika terjadinya akad sewa-menyewa sehingga terciptalah upah atau imbalan
tersebut. Islam yang terkenal sebagai rohmatallil alamin tidak hanya mengajarkan
dalam urusan ibadah saja, bahkan islam juga mengajarkan dalam urusan muamalah
atau hubungan antara sesama manusia dalam bertransaksi. Dalam kitab-kitab klasik
karya para ulama salaf, sering kita temukan didalam figih muamalah diantaranya
menjelaskan mengenai ijaroh (persewaan)

Dalam kitab I’anatut Tholibin dijelaskan bahwa Ijaroh menurut Bahasa itu
sebuah nama untuk upah, sedangkan menurut syariat yang berarti “memberikan
kemanfaatan terhadap seseorang dengan imbalan berdasarkan syarat-syarat tertentu” .

Dasar hukum dalam akad ijaroh itu bermula dari ayat Allah SWT :
It 24 18 g b

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah
kepada mereka upahnya.” (OS Ath-Thalaaq: 6)

Ayat ini menunjukan tentang akad ijarah sebab bentuk kalimat & 5sal G 5
adalah bentuk kalimat perintah dan perintahnya menunjukkan wajib. Upah hanya bisa
diwajibkan atau ditetapkan oleh akad (transaksi). Sehingga ayat ini diarahkan pada
menyusui yang disertai dengan akad ijarah.

Kemudian Beliau Sayyid Abu Bakar Utsman mengutip sebuah hadits Nabi
SAW:
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“Sesungguhnya Nabi SAW dan Abu Bakar Shiddig RA pernah menyewa seorang
lelaki dari Bani ad-Diil yang bernama Abdullah ibn al-Uraiqith” (HR. Bukhari)
Maksud dari hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dan Abu
Bakar meminta agar lelaki tersebut memberikan petunjuk jalan kepadanya untuk
menuju kota Madinah ketika hijrah dari kota Makkah. Peristiwa ini merupakan
bentuk akad ijaroh jasa yang telah dipraktikan oleh Sayyidina Abu Bakar bersama
Rosulullah SAW. *
Akad ijarah hukumnya sah jika memenuhi 4 rukun:
1. Dua orang yg berakad (penyewa dan pihak yang menyewakan)
2. Shigat (kalimat yang digunakan transaksi) seperti perkataan pihak yang
menyewakan “Saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan dengan
biaya/upah satu juta rupiah.” Dan pihak penyewa menjawab “Saya terima.”
3. Ujrah (upah/ongkos/biaya) yang diketahui jumlahnya
4. Manfaat (Kemanfaatan barang atau Jasa orang yang disewa)
Masing-masing dari ke 4 rukun ini memiliki syarat-syarat tertentu yang harus
terpenuhi agar transaksi ijarah yang dilakukan sah menurut syariat :
1. Penyewa dan pihak yang menyewakan: Baligh, berakal, tidak terpaksa.
2. Shighat: Sama seperti halnya transaksi-transaksi pada umumnya, di dalam
ijjarah juga disyaratkan shigat dari pihak penyewa dan pihak yang
menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukan terhadap transaksi

ijarah yang dilakukan sebagaimana contoh di atas.
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3. Ujrah/upah/ongkos: Ujrah di dalam akad ijarah harus diketahui, baik dengan
langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap semisal
“seratus ribu rupiah”.

4. Manfaat: harus mutagawwamah (bernilai secara syariat), maklum, mampu
diserahkan, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa, manfaat yang diperoleh
pihak penyewa bukan berupa barang. 2
Dengan penerapan upah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan UU 13/2003 jo. UU 11/2020 dan PP 36/2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya
mewujudkan hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1) dan (2) UU
13/2003 jo. UU 11/2020 dan pasal 2 ayat (1) PP 36/2021)

2. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan

sistem pengupahan tanpa diskriminasi.

3. Setiap pekerja berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang
sama nilainya (Pasal 88A ayat (1) dan (2) UU 13/2003 jo. UU 11/2020 dan
pasal 2 ayat (2) dan (3) PP 36/2021
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Ada beberapa komponen yang termasuk dalam kategori upah berdasarkan
Pasal 7 ayat (1) PP 36/2021 menyebut, upah terdiri atas:
1. Upah tanpa tunjangan/upah pokok;
2. Upah pokok dan tunjangan tetap;
3. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; dan
4. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.

Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap,
maupun tunjangan tidak tetap seperti tersebut dalam poin 2, 3, dan 4 diatas, besarnya
upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap tersebut.
Upah Pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat
atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji bagi pekerja/buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan oleh
pekerja/buruh. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990
Tentang  Pengelompokan Upah (SE-07/MEN/1990) menyebut tunjangan
dimaksudkan untuk perangsang, mendorong pekerja lebih berdisiplin, rajin, dan
produktif.

Selain komponen upah seperti tersebut di atas, dikenal pula Pendapatan non-
Upah (pasal 8 ayat (1) PP 36/2021) berupa tunjangan hari raya keagamaan (THR),
insentif, bonus, uang pengganti fasilitas kerja, dan/atau uang servis pada usaha
tertentu, berikut penjelasannya:

1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau biasa disebut THR adalah hak
pendapatan pekerja berupa uang yang wajib dibayarkan oleh pengusaha
kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan.

2. Insentif dapat diberikan oleh Pengusaha kepada pekerja dalam jabatan atau

pekerjaan tertentu sesuai kebijakan perusahaan.
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3. Bonus dapat diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atas keuntungan
perusahaan. Bonus untuk pekerja diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan

Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

4. Uang pengganti fasilitas kerja: perusahaan dapat menyediakan fasilitas kerja
dan/atau memberikan uang pengganti fasilitas kerja bagi pekerja dalam
jabatan atau pekerjaan tertentu atau seluruh pekerja, dalam hal fasilitas kerja
tidak tersedia atau tidak mencukupi. Penyediaan fasilitas kerja dan/atau
pemberian uang pengganti fasilitas kerja diatur dalam Perjanjian Kerja,

Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

5. Uang servis pada usaha tertentu dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan.
Uang servis pada usaha tertentu wajib dibagikan kepada pekerja, setelah
dikurangi biaya cadangan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan dan
pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketentuan

mengenai uang servis pada usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.’

B. Persepsi Penerimaan Upah Dalam Mengajar

Mengenai upah atau amplop yang diterima oleh para Guru atau Da’l menjadi
perbincangan dari kalangan orang awam pada saat ini. Karena berbeda-bedanya nya
sudut pandang mereka terhadap parara Da’l atau yg sering disebut ustadz/kiyai dalam
mengenai persoalan amplop atau bisyaroh, sebagian dari mereka ada yang menerima
bisyaroh tersebut dan sebagian yang lain ada yang memilih mengembalikannya
kepihak panitia dari sebuah acara yang dihadirinya.

Problematika ini merupakan hal yang telah diperbincangkan oleh Ulama
mutagoddimin dan Ulama mutaakhirin, sehingga terdapat perkhilafan (perbedaan

pendapat) ulama dalam menanggapi hukum upah dalam mengajar. Ulama

> GAJIMU.COM Kebijakan Pengupahan di Indonesia
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mutagqoddimin memberikan hukum makruh bahkan disisi lain dapat menjadi haram
hukumnya untuk menerima insentif atau bisyaroh, sedangkan ulama mutaakhirin
memperbolehkan untuk menerimanya karna keadaan kondisi sitem kenegaraan yang
telah berubah®.

Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan perkhilafan tersebut. Diantaranya,
pada masa kejayaannya kerajaan islam,mereka memberikan keistimewaan kepada
para pengajar,pendakwah,dan urusan agama lainnya. Mereka para pemimpin masa
terdahulu memberikan uang khusus untuk para pendakwah islam bagaikan PNS yang
diambilkan dari baitul mal (kas Negara). Karena berubahnya zaman dan sistem
kenegaraan dalam pengalokasian baitul mal terhadap para pengajar atau pendakwah
agama sehingga berubah pula hukum dalam menerima upah dalam mengajar.’

Proses belajar mengajar yang memang tumbuh sejak awal Islam, membuat
ulama membicarakan upah mengenai hal itu, karena seorang guru juga butuh materi
untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Perihal mengenai mengambil upah atas
dakwah atau mengajar ilmu agama, para ulama figih atau para fugoha sudah
membahas permasalahan tersebut.

Ulama telah sepakat atas kebolehan mengambil jatah dari baitul-maal sebagai
upah atas pengajaran Al-Qur'an dan ilmu syariah lainnya. Upah yang diambil dari

baitul-maal itu sejatinya bukan pembayaran atas ilmu tersebut, melainkan sebagai
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bentuk tolong menolong dalam ketaatan (ibadah), Dan hal itu tidak mengubah nilai
ibadah tersebut.’

Begitu juga dalam ilmu selain syariat (ilmu umum), ulama berpendapat bahwa
mengambil upah atas ilmu-ilmu umum seperti kedokteran, matematika, geografi,
kimia dan lainnya itu dibolehkan kalau itu dari baitul mal (kas negara). Akan tetapi
ulama berbeda pendapat dalam persoalan ketika seorang guru mengambil upah dari

seorang murid.

C. Pendapat Secara Umum

Pada dasarnya pemerintah telah memberikan ketetapan dan anggaran upah
bagi seorang guru atau pengajar, meskipun masih kita rasakan bersama bahwa
anggaran dari pemerintah belum menyebar rata keseluruh kalangan pengajar . dengan
berbagai faktor alasan dan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani upah untuk
para pengajar.

Guru telah memiliki peraturan tersendiri yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“UU 14/2005”) dan peraturan
pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Meskipun demikian, ada peraturan perundang-undangan lain di bidang
ketenagakerjaan yang juga berlaku bagi guru khususnya guru di sekolah swasta,
seperti ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(“UU Ketenagakerjaan ).

Dan berdasarkan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan

® Al-Mausu'ah Al-Fighiyyah Al-Kuwaitiyyah 22/202
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Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor”. Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa guru dan dosen berkedudukan sebagai
tenaga profesional yang bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru dan dosen berhak atas
tunjangan profesi yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
Tunjangan profesi tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memiliki
sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan /atau satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selain memperoleh tunjangan
profesi, guru dan dosen yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah di
daerah khusus berhak atas tunjangan khusus.

Tunjangan khusus merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru atau
dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai kompensasi
atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga
mengatur mengenai pemberian tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki
jabatan akademik profesor.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan Profesi
Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan
Profesor. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi besaran dan waktu
pemberian tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta

tunjangan kehormatan.’

D. Pendapat Menurut Al-A’immah Madzahibu Al-Arba’ah
Dalam hal ini, ulama empat madzhab berbeda pandangan dalam menanggapi
persoalan menerima upah dalam mengajar. Seperti halnya yang telah dijelaskan

dalam kitab Al-Mausu’ah Al-Fighiyyah Al-Kuwaitiyyah, bahwa hukum asal dalam

7 https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/41TAHUN2009PP.htm
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menerima upah terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan thoa’at dan beribadah
kepada Allah SWT Seperti halnya menjadi imam, adzan, mengajarkan Al-Qur’an,
jihad dan sebagainya, semua itu tidak boleh dijadikan sebagai akad ijaroh (menyewa
jasa) sebagai ladang untuk menerima upah, karena yang diharapkan adalah ganjaran

pahala bukan upah.

Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa tidak boleh membaca Al-Qur’an
dengan adanya imbalan atau upah, karena hal tersebut tidak mengakibatkan wujudnya
pahala. Orang yang mengambil dan memberi upah sama-sama terkena dosa. Realita
yang terjadi pada masa kita berupa membaca Al-Qur’an di sisi kubur dan di tempat
umum merupakan hal yang tidak diperbolehkan secara syara’. Akad ijarah (Menyewa
jasa) atas bacaan Al-Qur’an merupakan hal yang batal dan hukum asal dari akad

ijarah atas mengajar Al-Qur’an adalah tidak diperbolehkan.

Tetapi ulama muta’akhirin (kontemporer) memperbolehkan akad ijarah atas
mengajar Al-Qur’an dengan dalil istihsan demi kebaikan dan kemaslahatan. Begitu
juga pada hal-hal yang berhubungan dengan syiar agama, seperti menjadi imam dan
muazin karena merupakan suatu kebutuhan. Imam Malik dan Imam Syafi’i
memperbolehkan mengambil upah terhadap hal-hal yang disunnahkan dan fardhu
kifayah seperti bacaan Al-Qur’an dan mengajarkannya, muadzin, dan bentuk-bentuk
syiar agama yang lainnya. Pendapat tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad
bin Hanbal, Abu Qalabah, Abu Tsur, dan Ibnu Mundzir, sebab Rasulullah pernah
menikahkan seseorang dengan bacaan Al-Qur’an yang ia kuasai dan hal tersebut
diposisikan sebagai mahar, maka hal ini dapat dijadikan acuan bahwasanya

diperbolehkan mengambil upah atas Al-Qur’an dalam akad Ijarah.

Tetapi Imam Malik menghukumi makruh dalam menerima upah bagi orang

yang membaca Al-qur’an dengan nada-nada atau irama lagu. Karena bahwasanya
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membaca Al-qur’an dengan menggunakan irama lagu bagi madzhab Malikiyah

adalah makruh.®

® Al-Mausu’ah al-Fighiyah al-Kuwaitiyah, juz 1, hal. 291
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